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Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi 
dan Komunikasi Publik tahun 2019 menyajikan 
berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2019 
yang terdiri dari 2 (dua) sasaran program. 
Target kinerja yang telah ditetapkan secara 
umum telah dapat terpenuhi dan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. Meskipun 
demikian, masih terdapat beberapa indikator 
yang masih belum tercapai.

Pencapaian target indikator kinerja 
memberikan gambaran keberhasilan dalam 
pelaksanaan Sasaran Strategis Kementrian 
Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 pada 
peningkatan kepuasan masyarakat terhadap 
informasi publik terkait kebijakan dan program 
prioritas pemerintah sebagai turunan utama. 

Laporan kinerja juga akan menggambarankan terhadap kontribusi pada Sasaran Strategis 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 pada aspek Peningkatan Kualitas Tata Kelola 
Kementerian Kominfo terkait Reformasi Birokasi, Akuntabilitas Kinerja, serta Kinerja Anggaran. 
Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh adanya komitmen 
serta peran aktif dari segenap komponen sivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Komunikasi 
dan Informasi Publik serta lembaga-lembaga terkait. Uraian perihal capaian dari sasaran program 
akan lebih detail digambarkan pada Bab III.

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Kualitas Informasi yang Didapatkan
(rata-rata 75%) 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Akses Informasi yang Didapatkan
(rata-rata 78%) 

IKHTISAR EKSEKUTIF
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Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan 
Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 
Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja 
(LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang No.14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. LAKIP disusun 
sebagai bentuk akuntabilitas instansi pemerintahan yang 
menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi 
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN 
periode 1 tahun berjalan.

Laporan disusun berdasarkan sasaran kinerja yang diturunkan 
dari Rencana Strategik (Renstra) yang lebih tinggi yakni 
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Manfaat dari Laporan 
Kinerja sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah 
yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Disadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras dan Kerjasama 
segenap jajaran Ditjen IKP dalam rangka mencapai tujuan 
dan sasaran strategis dalam program utama Kementerian 
Komunikasi dan Informatika yang diturunkan dari NAWACITA. 
Maka untuk selanjutnya diharapkan semakin banyak kegiatan 
di lingkungan Ditjen IKP yang lebih terukur dan lebih tajam 
outcomenya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Kami berharap agar laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai 
media evaluasi dan mewakili atas penilaian kinerja Ditjen IKP 
Tahun 2019. Walaupun tahun 2019 adalah tahun pertama saya 
menerima estafet kepemimpinan selaku Direktur Jenderal 
Informasi dan Komunikasi Publik, atas peran serta dan kerja 
keras seluruh jajaran Ditjen IKP yang telah memungkinkan 
terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban selama tahun 
2019, diucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR
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Jakarta, Juni  2020
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

ttd

Prof.Dr. Widodo Muktiyo
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Pelantikan Prof.Dr.Widodo Muktiyo  
Sebagai Direktur Jenderal Informasi 
dan Komunikasi Publik 
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BAB I  |  Pendahuluan

Dinamika pemanfaatan media serta teknologi 
informasi dan komunikasi telah mengubah 
cara masyarakat dan pemerintah dalam 
mengakses berbagi informasi ataupun pada 
aspek berkomunikasi. Kondisi itu memerlukan 
penyesuaian dalam pelayanan informasi 
dan komunikasi pemerintahan agar cita-cita 
membangun dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa dapat terwujud. Hal ini memang 
merupakan amanah dari UU nomor 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik yang menjamin hak warga negara 
terkait segala informasi rencana pembuatan 
kebijakan publik, program kebijakan 
publik serta proses dan alasan kebijakan 
pemerintah. Artinya, komunikasi pemerintah 
harus dilakukan dalam rangka membangun 
citra tata kelola pemerintahan yang efektif, 
demokratis, dan terpercaya, sebagai upaya 
mendapatkan kepercayaan publik. Agar dapat 
menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan 
pembangunan pada dokumen RPJMN 
2015-2019 menjelaskan bahwa pemerintah 
akan membangun keterbukaan informasi 
dan komunikasi publik melalui penguatan 
Government Public Relations (GPR). 
	 Government Public Relations (GPR) 
merupakan program yang bertujuan untuk 
memastikan masyarakat mengetahui apa yang 
dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan. Implementasi GPR 
dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik. Melalui Inpres tersebut 
dijelaskan bahwa untuk menunjang keberhasilan 
Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan 
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mempercepat penyampaian informasi tentang 
kebijakan dan program pemerintah, Presiden 
menginstruksikan Kementerian dan Lembaga 
negara untuk: 

1.	 Menyampaikan data dan informasi 		
	 terkait dengan pelaksanaan 			 
	 tugas dan fungsi kepada 			 
	 Menteri Komunikasi dan Informatika 	
	 secara berkala; 
2.	 Menyebarluaskan kepada publik narasi 	
	 tunggal dan data pendukung lainnya 	
	 yang disusun oleh 				  
	 Kementerian Komunikasi 			 
	 dan Informatika terkait dengan 		
	 kebijakan dan program pemerintah; 
3.	 Menyampaikan setiap kebijakan dan 	
	 program pemerintah secara lintas 		
	 sektoral dan lintas daerah kepada 		
	 publik secara cepat dan tepat; 
4.	 Menyampaikan informasi melalui 		
	 berbagai saluran komunikasi kepada 	
	 masyarakat secara tepat, 			 
	 cepat, objektif, berkualitas baik, 		
	 berwawasan nasional, dan 			 
	 mudah dimengerti terkait dengan 		
	 kebijakan dan program pemerintah. 

Khusus untuk Kementerian Komunikasi dan 
Informatika diberikan tugas khusus sebagai 
koordinator pengelolaan komunikasi publik 
yang berperan untuk : 

1.	 mengkoordinasikan perencanaan, 		
	 penyiaran, dan pelaksanaan kebijakan 	
	 dan program pemerintah;
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2.	 melakukan kajian terhadap data dan 	
	 informasi yang disampaikan 			
	 kementerian dan lembaga pemerintah 	
	 non kementerian, melakukan media 		
	 monitoring dan  menganalisis konten 	
	 media terkait dengan kebijakan 		
	 dan program pemerintah.

Dengan tugas Kemkominfo sebagai 
koordinator pengelola komunikasi publik 
agar konten informasi terkait program dan 
kebijakan pemerintah dapat terintegrasi 
dalam satu “frame” melalui narasi tunggal 
yang menggunakan data dan sudut 
pandang komunikasi yang sama, dan secara 
kelembagaan dapat mensinergikan informasi 
di pemerintah secara horizontal dan vertikal, 
serta dapat menjaring aspirasi masyarakat 
sebagai masukan kebijakan secara sinergis.
	 Sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2015 
tersebut, dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) 

memiliki peran terkait pengelolaaln diseminasi, 
edukasi/literasi, klarifikasi, dan menyusun 
kontranarasi isu terkait kebijakan dan program 
pemerintah. Untuk menjawab hal tersebut, 
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi 
Publik dalam dokumen Rencana Strategis 2015-
2019 menetapkan strategi melalui program 
Pengembangan Informasi dan Komunikasi 
Publik dengan sasaran meningkatnya 
Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan 
Informasi Publik. Pada tahun 2019 ini fokus 
yang menjadi acuan dalam perjanjian kinerja 
untuk mencapai target strategis tersebut 
ialah dengan adanya peningkatan terhadap 
kepuasan masyarakat akan informasi publik 
terkait kebijakan dan program pemerintah. 
Koridor yang dijadikan acuan dalam fokus ini 
tak lain juga mengacu pada sasaran strategis 
dari Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi 
dan Informatika yakni pada peningkatan 
terhadap kepuasan masyarakat akan informasi 
publik terkait keijakan dan program prioritas 
pemerintah.

A. Struktur Organisasi
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Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen IKP



B. Kedudukan dan Fungsi 

	 Sesuai dengan Permenkominfo No 6 
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal 
Informasi dan Komunikasi Publik memiliki tugas 
dalam menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 
informasi dan komunikasi publik. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Ditjen IKP memiliki 
fungsi :
1)	 perumusan kebijakan di bidang 		
	 pengelolaan dan penyebaran informasi 	
	 publik, peningkatan peran 			 
	 media publik, serta pengembangan 		
	 lembaga informasi dan kehumasan 		
	 pemerintah;
2)	 pelaksanaan kebijakan di bidang 		
	 pengelolaan dan penyebaran 		
	 informasi publik, peningkatan 		
	 peran media publik, 				  
	 serta pengembangan lembaga 		
	 informasi dan kehumasan pemerintah;
3)	 penyusunan norma, standar, prosedur, 	
	 dan kriteria di bidang pengelolaan dan 	
	 penyebaran informasi public;
4)	 peningkatan peran media publik, 		
	 serta pengembangan lembaga 		
	 informasi dan kehumasan pemerintah;
5)	 pelaksanaan pemberian bimbingan 		
	 teknis dan supervise di bidang 		

	 pengelolaan dan penyebaran informasi 	
	 publik, peningkatan 				  
	 peran media publik, 				  
	 serta pengembangan lembaga 		
	 informasi dan kehumasan pemerintah;
6)	 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 	
	 bidang pengelolaan dan penyebaran 	
	 informasi publik, peningkatan peran 	
	 media publik, serta pengembangan 		
	 lembaga informasi dan kehumasan 		
	 pemerintah;
7)	 pelaksanaan administrasi Direktorat 		
	 Jenderal Informasi dan Komunikasi 		
	 Publik; dan
8)	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 	
	 oleh Menteri. 

C. Sumber Daya Manusia

	 Dalam menjalankan fungsi dan 
tugasnya, Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik memiliki sumber daya 
manusia yang memiliki kompetensi disetiap 
bidang tugas dan tangung jawabnya. Pada 
tahun 2019 ini, total ada 263 pegawai yang 
terdiri dari 1 orang Eselon I, 5 orang Eselon II, 17 
orang Eselon III, 46 orang Eselon IV, serta 295 
orang karyawan yang tergabung dari jabatan 
pelaksana dan fungsional.
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Tabel 1. SDM Ditjen IKP berdasarkan Jabatan

Tabel 2. Jumlah SDM berdasarkan unit kerja di Lingkungan Ditjen IKP
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BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam hal mencapai target yang menjadi 
sasaran atas tugas dan fungsi yang diemban 
oleh Ditjen IKP, maka dibuatlah sistem 
perencanaan yang diharapkan dapat menjadi 
acuan guna mencapai hal yang diharapkan. 
Rencana yang dituangkan dalam dokumen 
perencanaan tidak terlepas dari sasaran yang 
dijadikan target oleh pemerintah. Mengacu 
kepada UU No 17. Tahun 2017 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) tahun 2005-2025 mentetapkan 

bahwa visi pembangunan nasional adalah 
untuk mewujudkan INDONESIA YANG 

MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Perencanaan jangka penjang tersebut merupakan acuan yang menjadi basis arah Rencana 
Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo pada 2015-2019.  Kontribusi yang dilakukan oleh Ditjen 
IKP dalam mendukung tercapaian sasaran strategis tersebut ialah dengan  meningkatkan kepuasan 
masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Gambar 2. Skema RPJPN 2005-2025
Sumber : Bappenas
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Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait 
Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap 
warga negara berhak berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia. Diperkuat dengan 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah 
menjadi kewajiban pemerintah sebagai yang 
diberi amanat rakyat sebagai pelaksana 
pembangunan untuk senantiasa memberikan 
informasi tentang rencana maupun hasil kerja 
pembangunan yang telah dilaksanakan oleh 
pemerintah beserta seluruh jajarannya. Melalui 
keterbukaan informasi publik, masyarakat 
dapat mengontrol setiap kebijakan yang 
dikeluarkan oleh badan publik, terutama 
pemerintah. Pemerintahpun dengan mudah 
mengkomunikasikan kebijakannya agar dapat 

terlaksana dengan baik dengan membuka 
sebesar-besarnya partisipasi publik lewat 
keterbukaan informasi publik. Keterbukaan 
informasi publik pada akhirnya menjadi 
jaminan bagi terselenggaranya tata kelola 
pemerintahan yang baik.
Dalam rangka percepatan diseminasi 
informasi publik telah terbit Instruksi Presiden 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik. Disebutkan bahwa untuk 
menunjang kecepatan penyampaian informasi 
tentang kebijakan dan program pemerintah, 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal 
yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh 
instansi-instansi pemerintah melalui beragam 
saluran komunikasi yang mereka miliki. Secara 
singkat Kemkominfo bertindak sebagai dirigen 
humas pemerintah (Government Public 
Relation) dalam rangka penyebaran informasi 
publik program-program pemerintah. 

Tabel 3. Indikator Pencapaian Sasaran Strategis III
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Dalam menjalankan fungsi Government Public Relation Kemkominfo, Direktorat Jenderal 
Informasi dan Komunikasi Publik selama tahun 2019 telah melaksanakan diseminasi program 
prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik below the line, 
through the line dan above the line. Selain itu Ditjen IKP dalam melaksanakan diseminasi informasi 
juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh 
agama, Lembaga keagamaan, universitas maupun organisasi masyarakat lainnya. Selama tahun 
2019 Ditjen IKP telah melaksanakan kegiatan diseminasi sebanyak sebagai berikut:

Pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh 
mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini 
pun menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian 

Gambar 3. Alur Kerja Government Public Relation

Tabel 4. Volume Kegiatan Sosialisasi Ditjen IKP 2019
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Komunikasi dan Informatika yang dapat diukur dengan melihat akses informasi publik, kualitas 
informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut. 
Pengukuran tahun 2019 dilaksanakan melalui survei persepsi bekerja sama dengan Markplus.Inc. 
Ruang lingkup survei adalah untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, 
serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan 
program pemerintah. 

Gambar 4. Proses Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
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	 Dalam rangka mengetahui keberhasilan 
capaian dan kegagalan atas pelaksanaan target 
organisasi perlu dilakukan analisis terhadap 
capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur 
guna dapat dijadikan acuan pada periode 
selanjutnya. Pengukuran dilihat dari capaian 
hasil dibandingkan dengan target awal yang 
telah ditetapkan. Dalam hal ini, acuan yang 
dijadikan sebagai target merupakan dokumen 
perjanjian kinerja yang didalamnya memuat 
sasaran program dan indikator kinerja program 
dalam satu tahun. Indikator kinerja sebagai 
alat ukur dari keberhasilan sasaran program 
bersifat kuantitatif/kualitatif agar dapat 
mengambarkan tingkat pencapaian melalui 
metodologi yang dapat diukur.

Di tahun 2019, Direktorat Jenderal Informasi 
dan Komunikasi Publik memiliki 2 (dua) sasaran 
program yang mendukung rencana strategis 
dari Kementerian Kominfo. Pertama ialah, 
peningkatan kepuasan masyarakat terhadap 

informasi publik terkait dengan kebijakan dan 
program prioritas nasional. Sasaran program 
tersebut memiliki 2 indikator sebagai alat 
ukur yakni 1) Presentase Tingkat Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik 
Terkait Kebijakan dan Program Prioritas 
Pemerintah dengan target >70% dan; 2) 
Presentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait 
Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. 
Dalam mengukur ketercapaian kinerja pada 
sasaran program pertama ini digunakan alat 
ukur yakni survei publik. Dua indikator tersebut 
dapat tergambar melalui adanya survei yang 
dilakukan kepada masyarakat. Sementara itu 
sasaran program kedua yakni peningkatan 
kualitas tata kelola Ditjen IKP merupakan 
sasaran generik yang ditetapkan bersama 
dalam rangka mendukung akuntabilitas 
organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi 
yang capaian targetnya diukur melalui 
instrumen-instrumen yang telah ada.

A.	 Capaian Unit Kerja Eselon I
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Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan 
informasi publik tentunya perlu diukur untuk 
mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan 
tersebut. Pengukuran keberhasilan 
pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan 
informasi publik ini yang juga menjadi salah satu 
indikator kinerja Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, diukur dengan melihat persepsi 
publik atas akses informasi publik, kualitas 

informasi publik, dan kepuasan terhadap 
akses dan kualitas informasi publik tersebut. 
Pengukuran tahun 2019 dilaksanakan melalui 
survei persepsi bekerja sama dengan Markplus.
Inc. Ruang lingkup survei adalah untuk 
mengukur ketersediaan akses dan kualitas 
informasi publik, serta kepuasan masyarakat 
terhadap akses dan kualitas informasi publik 
terkait kebijakan dan program pemerintah.

Tabel 5.  Perjanjian Kinerja Ditjen IKP TA 2019

Gambar 5. Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik
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Adapun informasi publik yang diangkat dalam 
penelitian ini berasal dari hasil focus group 
discussion dengan beberapa stakeholder 
yang merupakan irisan dari informasi program 
pemerintah yang di diseminasikan oleh 
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi 
Publik (Dirjen IKP) dan juga termasuk dalam 
prioritas nasional, yaitu:

1.	 Pemilu Serentak 2019;

2.	 Jaminan Kesehatan Nasional;

3.	 Pencegahan Stunting;

4.	 Bantuan Pangan Non Tunai;

5.	 Literasi Media: Cegah Hoaks;

6.	 Nilai- nilai Pancasila;

7.	 Ekonomi Digital

Jumlah sampling sebanyak 401 panel 
Markplus.Inc di 13 Kota di Indonesia yang 
dianggap mewakili seluruh masyarakat. 
Penetapan sampling berdasarkan teori Central 
Limit Theorem dimana distribusi sampling 
mendekati distribusi normal ketika ukuran 
sampel semakin besar. Apabila jumlah sampel 
mencukupi (n ≥ 30 responden), maka distribusi 
sampel dapat dianggap memenuhi distribusi 
normal. Penambahan jumlah responden lebih 
banyak tidak akan mempengaruhi hasil secara 
signifikan.

	 Untuk dimensi kepuasan masyarakat, 
penelitian ini melihat apakah ekspektasi 
masyarakat terhadap akses yang tersedia 
dan kualitas informasi yang mereka terima 
sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi 
mereka. Terdapat 5 aspek yang dilihat 
dari masing-masing media, yaitu aspek 
informasi yang didapat, aksesnya, kecepatan 
penyampaian, keakuratan dan kualitas konten 

informasi. Masing-masing responden memiliki 
persepsi yang berbeda terkait akses dan kualitas 
informasi berdasarkan media yang mereka 
gunakan. Untuk media massa konvensional 
(televisi, surat kabar, dan radio) mayoritas 
responden yang mendapatkan informasi 
publik dari media tersebut cenderung puas 
akan ketersediaan dan keakuratan terhadap 
informasi program prioritas pemerintah 
di media massa konvensional. Sedangkan 
untuk media komunikasi interpersonal 
(sms, chatting platform dan sosial media), 
responden yang menerima informasi dari 
media tersebut mayoritas cenderung puas 
akan kemudahan akses/ketersediaan informasi 
di media komunikasi interpersonal. Untuk 
media tradisional seperti pertunjukkan 
rakyat, mendapatkan nilai paling kecil untuk 
ketersedian/kemudahan akses informasi pada 
masyarakat. 

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan 
parameter aspek kepuasan masyarakat 
diperoleh hasil 75% yang menunjukkan hasil 
nilai indikator akses dan kualitas informasi 
publik di dalam survei ini. Detail skor masing-
masing aspek kepuasan adalah sebagai berikut:
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Gambar 6. Skor Aspek Informasi Publik Yang Didapatkan

Gambar 7. Skor Akses Terhadap Informasi
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Gambar 8. Skor Kecepatan Penyampaian Informasi

Gambar 9. Skor Keakuratan Informasi
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Gambar 10. Skor Kualitas Informasi

Tabel 6. Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional

Gambar 11. Tren Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait 
Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah 
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Adanya tingkat kepuasan terhadap kualitas serta akses informasi terkait program prioritas 
pemerintah berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mengacu 
pada survei yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer 2019 tingkat kepercayaan publik 
terhadap pemerintah Indonesia naik sebesar 2 poin menjadi 75%.

Gambar 12. Tren Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah di Indonesia
(Sumber: Edelman Trust Barometer 2019) 
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Tabel 7. Capaian Kinerja Eselon I Ditjen IKP
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	 Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan 
Komunikasi Publik, sebagai bagian dari 
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan  
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi 
publik, serta pembinaan jabatan fungsional 
bidang komunikasi publik. Kinerjanya 

difokuskan kepada perwujudan tata kelola 
sistem komunikasi di Indonesia, pelaksanaan 
kebijakan komunikasi, dan peningkatan 
kompetensi lembaga maupun aparatur 
pelayanan komunikasi dan informasi.
	 Secara umum capaian kinerja Direktorat 
Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik 
tahun 2019 dapat disimpulkan mencapai target 
dengan rincian sebagai berikut:

B.	 Capaian Unit Kerja Eselon II

B.1. Direktorat Tata Kelola Kemitraan Dan Komunikasi Publik
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Tabel 8. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan 
Komunikasi Publik Tahun 2019

Gambar 13. Petugas Informasi Publik (PIP) di Kota Manokwari melaksanakan sosialisasi program 
pemerintah di komunitas agama setempat. Program PIP dilaksanakan dalam rangka pemerataan informasi 
di seluruh wilayah Indonesia.
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B.2. Direktorat Informasi dan 
Komunikasi Politik, Hukum, 
dan Kemanan 

Sebagai salah satu Unit kerja di bawah 
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi 
Publik (Ditjen IKP), Penetapan Kinerja 
Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam 
untuk Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada 
Perjanjian Kinerja Ditjen IKP, Kementerian 
Kominfo. Hal ini juga diselaraskan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis 
2015-2019. Direktorat Informasi dan Komunikasi 
Polhukam sesuai dengan Permenkominfo 
Nomor 6 Tahun 2018 mempunyai tugas 
adalah melaksanakan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang informasi dan komunikasi politik, 
hukum dan keamanan. 
	 Seluruh target dalam perjanjian kinerja 
Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam 
tahun anggaran 2019 mampu dicapai, dengan 
rincian sebagai berikut:
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Tabel 9. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Polhukam Tahun 2019
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Capaian Khusus: Dukungan 
Sosialisasi Pemilihan Umum 
Serentak 2019

Tahun 2019 merupakan tahun bersejarah bagi 
bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya 
Indonesia melaksanakan pemilu serentak 
pada tanggal 17 April 2019. Dalam rangka ikut 
mendukung suksesnya gelaran akbar tersebut, 
Ditjen IKP dalam menjalankan perannya sebagai 
humas pemerintah turut serta melaksanakan 
literasi dan  sosialisasi berbagai tema terkait 
pemilu serentak baik sebelum maupun sesudah 
17 April 2019.   

Pelaksanaan sosialisasi pemilu serentak 
yang dilakukan oleh Direktorat I.K. Polhukam 
sepanjang tahun anggaran 2019 dilakukan 
dalam berbagai jenis kegiatan, antara lain: 
Forum sosialisasi, dialog interaktif di televisi 
dan radio, pertunjukan rakyat, focus group 
discussion, rapat koordinasi, pameran, produksi 
konten, produksi dan penayangan Public 
Service Annpuncement (PSA), serta produksi 
konten Pemilu 2019 yang didiseminasikan 
melalui akun media sosial @DJIKP maupun @
terasnegeriku. Adapun rincian kegiatan dapat 
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 10. Capaian Kinerja Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019
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Gambar 14. Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 kepada 15 kelompok Suku Anak 
Dalam di Kabupaten Tebo Masri Jambi

Gambar 15. Pemanfaatan media luar ruang dalam transportasi publik sebagai salah 
satu pilihan efektif dalam rangka sosialisasi Pemilu Serentak 2019
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B.3. Direktorat Informasi dan 
Komunikasi Perekonomian 
dan Maritim

Dalam rangka implementasi sasaran strategis 
organisasi, setiap tahunnya perencanaan 
strategis dituangkan dalam suatu dokumen 
perjanjian kinerja tahunan. Dokumen tersebut 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
perencanaan strategis, yang didalamnya 
memuat seluruh target kinerja yang hendak di 
capai dalam satu tahun dengan menunjukan 
sejumlah indikator kinerja kunci yang relevan. 
Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator 
pencapaian sasaran dan indikator kinerja 
kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan 
tolak ukur yang digunakan dalam menilai 
keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan 
pemerintah untuk periode satu tahun ke depan.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah selaras 
dengan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang 
merupakan penjabaran dari Rencana 

Strategis Direktorat Informasi dan Komunikasi 
Perekonomian dan Maritim dalam mewujudkan 
visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran 
yang akan dicapai. Direktorat Informasi dan 
Komunikasi Perekonomian dan Maritim sesuai 
dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 
2018 mempunyai tugas adalah melaksanakan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan 
teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi 
dan komunikasi perekonomian dan maritim.
Secara umum seluruh target kinerja tahun 
2019 Direktorat Informasi dan Komunikasi 
Perekonomian dan Maritim dapat tercapai. 
Adapun rincian capaian dari perjanjian 
kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi 
Perekonomian dan Maritim Tahun 2019 adalah 
sebagai berikut:
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Tabel 11. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Perekonomian 
dan Maritim Tahun 2019
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Capaian Khusus: Sosialisasi Ekonomi Digital
	
Dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa di tahun 2020 dan jumlah pengguna 
internet sebesar 175 juta (data We Are Social 2020) tentu saja merupakan potensi besar untuk 
perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 
Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map 
E-Commerce), pemerintah dengan serius mengembangkan sektor ini. Pemerintah mendorong 
percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (e-Commerce), 
usaha pemula (start-up), pengembangan usaha, dan percepatan logistik. Tentu saja dalam 
rangka memperlancar tujuan perpres tersebut diperlukan literasi dan sosialisasi bagi pelaku 
usaha khususnya UMKM untuk memperluas atau mengalihkan lini usahanya menjadi go digital. 
Selama tahun 2019 Ditjen IKP c.q Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim 
telah melaksanakan berbagai sosialisasi terkait pengembangan ekonomi digital melalui berbagai 
media terutama melalui konten-konten di media sosial. Selain itu untuk menjangkau khalayak di 
lapangan langsung, selama tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap 
muka dalam bentuk seminar maupun workshop terkait pengembangan ekonomi digital terutama 
untuk generasi muda dan pelaku usaha kecil menegah  dengan rincian sebagai  berikut:
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Seperti yang dapat dilihat dalam perjanjian kinerja, sasaran kegiatan ketiga Direktorat Informasi 
dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat 
tentang digital ekonomi. Kebijakan dan program pemerintah

Tabel 12. Capaian Kinerja Sosialisasi Pengembangan Digital Ekonomi 2019
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tentang digital ekonomi antara lain UMKM go online, Nelayan go online, Petani go online, dan 
Pojok Literasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebesar 88,98% masyarakat memahami 
kebijakan dan program pemerintah terkait digital ekonomi. Jumlah tersebut telah melebihi target 
yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 70%. Berikut penjabaran hasil survei berdasarkan 
kebijakan dan program pemerintah terkait digital ekonomi:

Gambar 16. Sosialisasi UMKM Go Online: Mengajak masyarakat memanfaatkan 
teknologi informasi untuk lebih produktif.

Tabel 13. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan dan Program 
Pemerintah Mengenai Digital Ekonomi
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B.4. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan

Sesuai dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (IK PMK) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
informasi dan komunikasi sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, 
perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi.
	 Direktorat IK PMK memiliki satuan target yang dirumuskan berdasarkan proyeksi capaian 
di bidang produksi konten dan diseminasi informasi yang disesuaikan dengan kriteria keberhasilan 
yang telah menjadi kesepakatan bersama di tingkat Eselon I. Secara umum capaian Direktorat IK 
PMK di tahun anggaran 2019 dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut: 
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Capaian Khusus: Sosialisasi 
Pencegahan Stunting

Pembangunan manusia identik dengan 
keberpihakan politik pembangunan suatu 
pemerintahan. Pembeda utama negara maju, 
berkembang atau miskin adalah bagaimana 
kebijakan pembangunan manusianya, salah 
satunya sektor kesehatan. Sumber Daya 
manusia (SDM) yang sehat adalah modal 
dasar negara untuk berkompetisi global. 
Sejarah mencatat, Indonesia mempunyai 
narasi kebijakan peningkatan kesehatan 
yang dikaitkan dengan pangan dan gizi sejak 
awal kemerdekaan. Dimulai dari tahun 1952 
dengan konsep “4 Sehat 5 Sempurna”, regulasi 
perbaikan gizi masyarakat era Orde baru, 
hingga kini tahun 2000-an dengan konsep 
“Isi Piringku”. Perkembangan manusia sehat 
memang dimulai dari asupan gizi yang baik 
dan seimbang.

Saat ini, Pemerintah Indonesia peduli dengan 
pembangunan kesehatan manusia Indonesia 
karena momentum bonus demografi. Dimana 
2/3 penduduk Indonesia adalah usia produktif 
dan rasio ketergantungan <50. Bonus ini 
terjadi hanya sekali pada suatu bangsa, 

momentumnya pun pendek, diprediksi akan 
berakhir pada tahun 2040-an. Pemerintah 
bekerja beras membangun kesehatan agar 
SDM tidak menjadi beban, tapi modal 
bangsa. Kompetisi global pun membutuhkan 
SDM yang kompeten, inovatif dan adaptif 
atas perubahan masyarakat. Ini tidak bisa 
bila sebagian seperempat masyarakatnya 
mempunyai riwayat stunting. SDM Indonesia 
akan kalah sebelum pertandingan, namun tidak 
perlu khawatir, stunting sendiri dapat dicegah 
apabila masyarakat mendapatkan informasi 
yang baik. 

Secara definitif, stunting adalah kondisi gagal 
tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi 
kronis, dan stimulasi psikososial, serta paparan 
infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari 
pertama kehidupan (HPK), yakni mulai dari 
janin hingga anak berusia 2 tahun. Data 
Riset Kesehatan dasar (Riskedas) 2018 dari 
Kementerian kesehatan menunjukan tingkat 
stunting 30,8%, artinya 3 dari 10 anak Indonesia 

Tabel 14. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK PMK Tahun 2019
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mengalami stunting. Angka diatas juga jauh 
dari standar Badan Kesehatan Dunia atau 
WHO, sekitar 20 persen.

Dalam jangka pendek, stunting mengganggu 
pertumbuhan fisik, kognisi dan kesehatan anak 
balita. Dalam jangka panjang, dampaknya 
lebih kompleks seperti mudah sakit, kognitif 
berkurang, fungsi tubuh tidak seimbang, 
mengakibatkan kerugian ekonomi dan postur 
tubuh tidak maksimal saat dewasa. Intinya, 
negara dengan prevalensi stunting tinggi pada 
Balita adalah negara yang diproyeksikan gagal 
dalam berkompetisi global. Untuk itu, Presiden 
Joko Widodo menunjuk 23 Kementerian/
lembaga untuk berkolaborasi menangani 
penurunan prevalensi stunting. Pemerintah 
melakukan intervensi yaitu:

1.	 Intervensi gizi spesifik pada sasaran 	
	 prioritas (ibu hamil, ibu menyusui dan 	
	 anak 0-23 bulan) dan sasaran penting 	
	 (remaja, wanita usia subur dan anak 	
	 usia 24-59 bulan);

2.	 Intervensi sensitif yang meliputi 		
	 penyediaan air minum dan sanitasi, 		
	 peningkatan akses dan kualitas 
	 peyanan kesehatan dan gizi, 			
	 peningkatan kesadaran dan praktek 		
	 pengasuhan dan gizi pada ibu/		
	 anak, serta peningkatan akses 		
	 pangan bergizi.

Pemerintah menetapkan 5 (lima) pilar 
pencegahan stunting yang melingkupi 
komitmen dan visi pimpinan tertinggi (Pilar 
ke-1), kampanye nasional berfokus pada 
pemahaman (Pilar ke-2), konvergensi dan 
koordinasi pemerintah dari tingkat pusat 
sampai daerah (Pilar ke-3), Nutritional Food 
Security (Pilar ke-4) dan pemantauan/evaluasi 

program (Pilar ke-5). Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (KOMINFO) adalah koordinator 
pilar ke-2, kampanye nasional yang berfokus 
pada pemahaman dan perubahan perilaku. 
Kominfo harus memastikan ada peningkatan 
kesadaran publik dalam pencegahan stunting. 
Strategi komunikasi yang digunakan beragam, 
antara lain: penyusunan konten, penyebarluasan 
informasi, community engagement, advokasi 
dan pengembangan kapasitas penyelenggara 
kempanye sektor lainnya. Pelaksanaan program 
prioritas pencegahan stunting direalisasikan 
melalui Kampanye Penurunan Prevalensi 
Stunting. Kampanye ini terdiri dari tiga jenis 
kegiatan besar, yakni Above the Line (ATL), 
Below the Line (BTL), dan Through the Line 
(TTL) dengan rincian capaian di tahun 2019 
adalah sebagai berikut:

a.	 Kegiatan Above the Line (ATL)

•	 Pemasangan baliho vertical maupun 	
	 horizontal “Stunting” dan “Isi Piringku” 	
	 di 22 lokasi berbagai daerah Indonesia 	
	 dengan total jangkauan 7.689.621 		
	 orang.
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•	 Advetorial di 19 media cetak lokal di 	
	 Sumatera, Kalimantan, dan 			 
	 Sulawesi dengan capaian 979.802 		
	 pembaca dan advertorial di Lion Magz 	
	 dengan jumlah 4.800.000 pembaca.
•	 Advetorial di 25 media online nasional 	
	 maupun lokal dengan jumlah pembaca 	
	 sebanyak 7.305.026 orang.
•	 Radio Placement Group MRA pada 	 	
	 37 Stasiun Radio menjangkau 		
	 2.681.000 pendengar.
•	 PSA Radio placement pada 21 radio 		
	 di Jawa dengan jumlah pendengar 		
	 10.131.032 pendengar.

b.	 Kegiatan Below the Line (BTL)

•	 Forum sosialisasi Generasi Bersih dan 	
	 Sehat (GENBEST) di 30 kab/ko 		
	 dengan total peserta sebanyak 		
	 4.359 peserta.
•	 Pertunjukan rakyat di 5 lokasi dengan 	
	 jumlah penonton sebanyak 32.615 		
	 orang.
•	 Forum diskusi/pertemuan di 6 lokasi 	
	 dengan jumlah peserta sebanyak 792 	
	 orang.

c.	 Kegiatan Through the Line (TTL)

•	 Website Genbest sepanjang tahun 	 	
	 2019 	 telah menjangkau 74.506 		
	 pembaca.
•	 Facebook dan Instagram @Genbest.		
	 id mencapai 10.131.032 reach 		
	 dan 403.427 engagement.
•	 Facebook dan Instagram 
	 @Infokompmk 	 dengan capaian 	
	 47,246,556 reach dan 1.559.654 		
	 engagement.
•	 Akun resmi LINE @kemkominfo 
	 dengan reach 9.406.296 
	 dan engagement 8.879.
•	 Capaian hashtag #Genbest, 	 	 	
	 #Genbestid, #Genbest
	 (kota), 		 #Sadarstunting, 	 	
	 #Cegahstuntingitupenting 	 	 	
	 dengan capaian 4.730.920 reach dan 	
	 228.026 engagement.

Gambar 17. Capaian Sosialisasi Stunting 2019
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d.	 Pemahaman Masyarakat Terhadap Stunting

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 30 kab/kota pelaksanaan forum GENBEST, pemahaman 
masyarakat akan stunting mencapai 78,5 persen dan termasuk dalam kategori cukup baik.

Dari hasil survei, terlihat bahwa responden sudah mengetahui apa saja kegiatan pemerintah terkait 
pencegahan  stunting, dapat dilihat dari persentase jawaban yang diberikan responden dimana 
sebanyak 84 persen masyarakat mengemukakan bahwa penimbangan dan pengukuran bayi di 
puskesmas dan posyandu, 58 persen responden menjawab pembagian tablet  Tambah Darah 
(TTD) bagi ibu hamil dan remaja  putri, dan 50 persen responden menjawab program penyediaan  
jamban dan air bersih termasuk dalam Kegiatan Pemerintah Terkait Pencegah Stunting.

Gambar 18. Kegiatan Pemerintah Terkait Dengan Pencegahan Stunting

Tabel 15. Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Stunting
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Setelah mengetahui seluk beluk mengenai stunting dan cara mencegahnya yang didapatkan 
melalui forum sosialisasi GENBEST, masyarakat berkomitmen untuk menyebarkan kembali 
informasi melalui berbagai cara. Sebanyak 83 persen responden berkomitmen melakukan 
penyebaran informasi tentang isi kegiatan melalui media tatap muka dan 78 persen lainnya 
berkomitmen melakukan penyebaran informasi tentang isi kegiatan melalui media sosial.

Gambar 20. Pemanfaat Teknologi Informasi (Aplikasi Genbest) untuk mengakselerasi 
diseminasi informasi khusus pencegahan stunting.

Gambar 19. Komitmen Masyarakat dalam Diseminasi Informasi
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B.5. Direktorat Pengelolaan 
Media
	
	 Dalam mendukung capaian kinerja 
eselon 1 Direktorat Pengolahan Media  
melakukan inovasi pola pendekatan diseminasi 
yang lebih efektif, efisien, dan massif sesuai 
dengan tugasnya yang tercantum dalam 
Peraturan Menteri Kominfo No 6 Tahun 2018 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kominfo, yaitu melaksanakan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pengelolaan media online, cetak, audio 
visual, dan media sosial.	 Secara umum 
capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Media 
tahun anggaran 2019 dapat tercapai, dengan 
rincian sebagai berikut:
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Capaian Khusus: Pengelolaan 
Owned Media

A.	 Program FMB9

Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) adalah 
kanal/medium untuk mempertemukan media 
dengan narasumber pemerintah. Tujuan 
FMB 9 adalah untuk mengarusutamakan 
kebijakan dan program pemerintah agar dapat 
terdiseminasikan secara massif melalui media 
massa. Dengan cara tersebut, pemahaman 
dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan 
dan program pemerintah diharapkan akan 
meningkat. Program FMB9 muncul dengan 
menggabungkan beberapa konsep komunikasi 
menjadi satu kesatuan, yaitu komunikasi 
dalam bentuk konferensi pers, komunikasi 
dalam bentuk diskusi publik,dan komunikasi 
sosial media. Tiga rangkaian komunikasi 

diperkuat dengan riset monitoring media dan 
analisis konten sebagai kekuatan narasi yang 
dihasilkan.
	 Sebagai ajang diskusi pemerintah 
sangat penting untuk menekankan arah 
diskusi mengalir, sehingga tujuan untuk dapat 
menyuarakan narasi pemerintah dapat dicapai. 
FMB9 sendiri menangani proses komunikasi 
dari hulu – hilir. Mulai dari aktivitas riset, 
penetapan agenda setting, penyelenggaraan 
diskusi terframing, pembuatan konten, 
publikasi konten, media mainstream dan 
media social treatment, hingga monitoring 
pemberitaan.

Tabel 16. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2019



BAB 3  |  AKUNTABILITAS

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik  |  59

Kinerja FMB9 dapat diukur dari keberhasilan jumlah penyelenggaraan, jumlah pemberitaan, tingkat 
kehadiran media dan nilai PR Values. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan jumlah 
penyelenggaraan yang sangat signifikan, dari 38 kali penyelenggaraan meningkat menjadi 64 
kali. Namun perbandingan tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan jumlah penyelenggaraan. 
Hal ini salah satunya disebabkan oleh keterlambatan proses lelang yang berdampak pada 
pengurangan jumlah quoata penyelenggaraan.

Gambar 21. Bisnis Proses Forum Merdeka Barat 9 
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Dilihat dari jumlah kehadiiran media dan pemberitaan pun mengalami hal serupa dengan 
jumlah quota penyelengaraan. Pengurangan jumlah quota sebanding dengan penurunan jumlah 
kehadiran media dan jumlah pemberitaan.

Dari aspek alokasi anggaran juga mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu 
dari total 6,9 miliar rupiah menjadi 5,2 miliar rupiah. Namun yang perlu dicermati adalah jumlah 
anggaran yang dikeluar setiap tahunnya bisa mendapatkan total PR Values yang cukup signifikan.
Rata-rata capaian PR Value yang didapat mencapai 

Gambar 23. PR Values FMB9 2017, 2018 dan 2019

Gambar 22. Kinerja FMB9 2017, 2018 dan 2019
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17 x dari jumlah anggaran yang dikeluarkan. 
Berdasarkan survei yang dilakukan akhir 2019 
terhadap 200 wartawan didapatkan bahwa 
58% wartawan mengenal baik Program FMB9, 
40% cukup mengenal dan 2% kurang mengenal. 
Dari hasil ini dapat disimpulkan cukup banyak 
media yang sudah mengenal program FMB9.  
Kemudian dilihat dari tema yang diangkat 
melalui FMB9, 68% berpendapat baik, 27% 
cukup dan 5% kurang. Penentuan tematik ini 
sangat menentukan tingkat kehadiran media, 
jurnalis akan melihat apakah tematik tersebut 
layak untuk dapat ditayangkan dalam laman 
media mereka. 

Faktor penentu tingkat kehadiran media lainnya 
adalah kehadiran narasumber. Dalam survei 
terbaca 66% wartawan mengatakan baik, 
30% mengatakan cukup dan 4% mengatakan 
kurang. Selain tema, sosok narasumber sangat 
menentukan. Kemampuan menjelaskan dan 
penguasaan materi narasumber menjadi daya 
tarik tersendiri bagi wartawan.

Gambar 24. Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) sebagai salah satu bentuk media relasi untuk 
menempatkan agenda program pemerintah tetap di arus pemberitaan media nasional
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B.	 Indonesiabaik

Indonesiabaik merupakan kanal komunikasi publik pemerintah berbasis media sosial (ig, fb, ytb, 
tw) dan situs (indonesiabaik.id) yang dikelola pemerintah. Konten utama Indonesiabaik adalah 
data kinerja, program, dan kebijakan pemerintah yang dikemas dalam format grafis (infografis, 
motiongrafis, videografis, komik, & ebook). Target audiens Indonesiabaik adalah anak muda 
Indonesia (kaum milenial), dimana visi Indonesiabaik adalah “Menjadi Rujukan Utama Anak Muda 
tentang Data Pemerintah”. Kinerja Indoensiabaik selama 2019 antara lain;

Dengan total konten mencapai 4.8 K+ 
yang terdiri dari infografis, ebook, komik, 
motiongrafis, videografis/clip, dan podcast
Aktivitas keberhasilan lainnya dilakukan 
dengan aktivasi dan kolaborasi dengan 
beberapa komunitas yang memiliki peminatan 
yang sama, seperti;

a.	 500+ peserta peserta workshop/		
	 pelatihan (SohibBerkelas) yang 		
	 diselenggarakan secara online 		
	 (via Whatsapp Group) dan offline di 	
	 sejumlah daerah dengan melibatkan 	
	 pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, 	
	 dan ASN 

b.	 20+ Kementerian/Lembaga dalam 	 	
	 rangka kreasi konten digital dan 		
		  pengelolaan media sosial, 		
	 termasuk publikasi event internasional 	
	 seperti Asian Games 2018

c.	 20+ stakeholder, baik perguruan tinggi 	
	 maupun organisasi dalam publikasi 		
	 kegiatan dan event bagi generasi 		
	 muda.

Gambar 25. Capaian Indonesia Baik Tahun 2019
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Dalam pelaksanaan survei persepsi publik 
terkait media sosial Indonesiabaik.id dilakukan 
dengan cara face to face interview dengan 
kriteria responden pria/wanita dengan 
rentang usia 15-39 tahun, memiliki dan 
aktif di media sosial, dan rutin membaca 
berita online dan tradisional. Jumlah total 
responden adalah sebanyak 150 orang dari 
5 kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, 
dan Makassar). Dimana komposisi responden 
tersebut 70 orang adalah followers akun 
media sosial Indonesiabaik.id dan 80 orang 
dipilih secara acak. Survei ini dilakukan untuk 
memahami profil audience, konten yang perlu 
dikembangkan, serta posisi dan peluang brand 
Indonesiabaik. 
       Dari hasil survei didapat 61% mengetahui 
keberadaan indonesibaik.id, dan 47% nya 
juga turut memfollow akun media social 
Indonesbaik.id. Beberapa alasan memfollow 
akun media sosial indonesiabaik.id antara lain; 
76% karena Informasi yang disajikan dapat di 
percaya, 72% karena memuat informasi yang 
sedang trend, 59% desain yang kekinian, 40% 
judul yang menarik, dan 31% interface yang 
user friendly.

	 Dari sisi konten Indonesiabaik.id hal 
yang membuat masyarakat tertarik membaca 
media online karena faktor informasi yang 
terpercaya, informasi yang sedang trend, dan 
faktor teknis seperti desain kekinian, judul 
yang menarik dan interface yang user friendly. 
Sedangkan dilihat dari jenis informasi yang 
dicari adalah fakta dan data yang menarik, 
isu yang sedang trend, tips praktis, hiburan, 
sejarah dan biografi. 

Survei Persepsi Publik Terhadap Indonesia Baik



BAB 3  |  AKUNTABILITAS

64  |  Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik  

C.	 GPR TV

Program GPR TV muncul karena banyaknya aset konten pemerintah yang tidak terpusat dan tidak 
terdistribusi. Aset konten tersebut harus dapat dikelola untuk memenuhi setiap warga negara 
berhak mendapatkan informasi publik, termasuk di wilayah 3T. Untuk itulah tujuan dari GPR 
TV adalah menyebarkan informasi kebijakan, program, dan capaian kerja pemerintah (K/L/D) 
dari aset-aset konten pemerintah tersebut. Target utamanya adalah masyarakat Indonesia, 
terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). GPR TV disiarkan secara multiplatform 
dengan jangkauan siaran hingga ke daerah 3T Indonesia, lebih dari 10 juta rumah tangga (39 
juta penonton*) dengan menggunakan satelit China Sat-11, 98BT frequency 12500, symbol rate 
43200, polar V.

Survei GPRTV

Dalam pelaksanaan survei persepsi publik mengenai GPR TV dilakukan dengan metode purposive 
sampling, yakni orang yang sudah pernah menonton siaran GPR TV dengan responden sebanyak 
398 orang yang tersebar di 148 kab/kota di 27 provinsi. 

Gambar 26. Harapan Publik Terhadap Konten Indonesia Baik
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Mekanisme survei dilakukan dengan pendekatan kuis dengan 25 pertanyaan. Tujuan dari survei 
ini diharapkan menghasilkan insight mengenai profil, perilaku menonton tv, dan persepsi pemirsa 
GPR TV.

Dari hasil survei diketahui bahwa masyarakat mengenal GPRTV sebagian besar (79%) secara 
tidak langsung, yaitu ketika mereka mengatur ulang perangkat parabola. Data ini menunjukkan 
belum adanya promosi optimal terkait GPR TV. 

Kualitas siaran GPR TV dinilai baik oleh 41,2% responden, 30,7% menilai cukup baik dan 25,1% 
menilai sangat baik. Angka ini menyimpulkan bahwa secara kualitas siaran sudah sangat siap 
sehingga perlu dilakukan perbaikan dari sisi promosi GPR TV untuk meningkatkan jumlah 
penonton.

Gambar 28. Program Favorit Responden di GPR TV

Gambar 27. Persepsi Responden Terhadap Siaran GPR TV
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Beberapa program GPR TV favorit responden 
antara lain; Indonesia update (26%), dari Istana 
(15%), Mozaik Indonesia (13%), wayangan (11%), 
Kabar Daerah (10%). Hal ini mengindikasikan 
ketepatan jenis program dan jam tayang. 
Dimana, jam tayang program-program 
premium tersebut adalah pada waktu prime 
time yang selaras dengan kecenderungan jam 
akses pemirsa GPR TV. Program Indonesia 
Update yang paling banyak diminati pemirsa 
selaras dengan kecenderungan jenis program 
yang diminati, yaitu berita. Namun demikian, 
program seperti Dari Istana, Mozaik Indonesia, 
Wayang dan Kabar Daerah memiliki potensi 
keterhubungan dengan pemirsa yang cukup 
tinggi, karena relative khas sebagai program 
GPRTV.

Gambar 29. GPR TV menghadirkan diversifikasi konten informasi publik melalui 
media online streaming dan satellite free to air.
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B.6. Sekretariat Direktorat 
Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik

	 Sekretariat Direktorat Jenderal 
Informasi Dan Komunikasi Publik merupakan 
Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat 
Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik 
Kementerian Komunikasi Dan Informatika yang 
mempunyai tugas melaksanakan dukungan 
manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh 
satuan organisasi di lingkungan Direktorat 
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 
Secara kelembagaan, Sekretariat Direktorat 
Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik 
berperan penting dalam mendukung 
organisasi secara teknis dan administratif 
dalam hal administrasi keuangan, aset negara, 
kepegawaian, perencanaan, pengawasan 
kinerja, hukum dan kerjasama.

	 Dasar penetapan kinerja untuk 
Perjanjian Kinerja di Sekretariat Direktorat 
Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik ialah 
mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja 
eselon I di Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik. Capaian Setditjen IKP 
mempunyai kontribusi langsung terhadap 
capaian kinerja dalam perjanjian kinerja 
eselon I yang menjadi amanat bagi Sekretariat 
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi 
Publik berfokus pada dukungan manajerial 
serta pemantauan internal organisasi. Sesuai 
dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan 
dukungan manajemen dan teknis lainnya 
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi 
Publik, berikut adalah capaian kinerja tahun 
anggaran 2019:
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Capaian Khusus

A.	 Reformasi Birokrasi

Simpulan hasil reviu penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun Anggaran 2019 di Ditjen IKP 
pada komponen pengungkit menunjukan nilai 21,58 (dua puluh satu koma lima puluh delapan) 
atau sebesar 91,82% (sembilan puluh satu koma delapa puluh dua persen) dari nilai maksimal 
komponen pengungkit sebesar 23,5 (dua puluh tiga koma lima). Nilai tersebut adalah penilaian 
komponen pengungkit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen IKP Tahun 2019 
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B.	 Tingkat maturitas SPIP Ditjen IKP 

	 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, penilaian SPIP merupakan gabungan dari 
beberapa unsur, yaitu:

1.	 Lingkungan pengendalian
2.	 Penilaian risiko
3.	 Kegiatan pengendalian
4.	 Informasi dan komunikasi
5.	 Pemantauan pengendalian intern

Pada tahun 2019, hasil penilaian SPIP di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 
menunjukan capaian pada tingkat level 3 atau “terdefinisi”. Tingkatan

Tabel 18. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen IKP 2019
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ini dapat diartikan bahwa karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum telah mampu 
menerapkan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. 
	 Capaian tingkat implementasi pada level 3 merupakan ambang dari target nilai secara 
nasional yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019. Artinya secara kinerja Ditjen IKP sudah mampu memenuhi capaian yang telah 
ditetapkan dalam target capaian secara nasional. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung 
terhadap pencapaian ini secara umum adalah berjalannya sistem pengawasan terkait aspek 
pengendalian disetiap unsur satuan kerja. 
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Tabel 19. Matriks Penilaian SPIP oleh Inspektorat Jenderal Kemkominfo Tahun 2019
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A.	 Kesimpulan

Hasil pencapaian lingkup Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkup Eselon I Ditjen IKP sebagian 
besar telah memenuhi bobot 100%. Pencapaian di lingkup Eselon I tersebut mendukung 
(berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kementerian (IKK) Kemkominfo. 
Kondisi itu menandakan bahwa capaian kinerja dilingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi 
Publik secara umum sudah memenuhi target yang direncanakan.
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B.	 Rekomendasi

1.	 Berdasarkan hasil survei persepsi, diseminasi informasi yang 		
	 menargetkan masyarakat sebagai penerima informasi yang 		
	 pasif dapat menggunakan media televisi, karena media ini masih 		
	 dominan digunakan dan informasinya dipercaya oleh masyarakat;

2.	 Media sosial dapat digunakan sebagai media diseminasi kedua/		
	 pendamping yang menguatkan dan memperkaya konten informasi 	
	 yang sudah disampaikan di media konvensional. Ditambah 		
	 dengan rata-rata masyarakat Indonesia mengakses gadget mereka 	
	 adalah 4 jam sehari dan temuan dalam survei rata-rata responden 	
	 mengakses media untuk mendapatkan informasi selama 21 s.d 60 	
	 menit dalam sehari;

3.	 Untuk diseminasi informasi dengan output aksi masyarakat 	 	
	 (pencegahan stunting) dapat menggunakan media komunikasi 		
	 interpersonal seperti penyuluh atau petugas posyandu 			 
	 ditingkat RT/RW yang dapat secara langsung berinteraksi dengan 	
	 masyarakat dalam tempo waktu tertentu 					   
	 dengan mengelaborasi dengan isu-isu praktis di masing-masing 		
	 daerah;

4.	 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah 	 	
	 diinisiasi oleh Balitbang-SDM kedepannya bisa ditetapkan secara 		
	 resmi menjadi alat ukur keberhasilan dan benchmark 			 
	 pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara nasional.
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